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Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja
serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada RSUD
Dr. Muhammad Zein Painan, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) point c
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
menetapkan Indikator Kinerja Utama;

bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b telah disusun sebagai satu dokumen
perencanaan indikatif yang memuat program - program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD
Dr. Muhammad Zein Painan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Dr.
Muhammad Zein Painan Tahun 2021 - 2026;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaran
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
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2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5334);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun
2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Petunjuk
Penususnan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah; '

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2010 - 2030;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Muhammad Zein Painan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 111 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Muhammad Zein Painan Tahun 2021-2026;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

20. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Indikator kinerja Utama di Lingkungan RSUD Dr
Muhammad Zein Painan tahun 2021-2026, dengan rincian
sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di
RSUD Dr. Muhammad Zein untuk menetapkan rencana Kkinerja
tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021-
2026.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 27 September 2021

R,

H. SUT.
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Meninglkatkan Meningkatnya Persentase Jumlah Elemen akreditasi pelayanan yg memenuhi standar akreditasi x100%| Pasipurna SriiRicih —— . p— I
Pelayanan Pelayanan yang Elemen Jumlah seluruh elemen pelayanan yang ada Laporan
Prima bermutu dan Akreditasi Pakja
profesional Pelayanan yang | Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS
kepada memenuhi merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang
masyarakat standar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS.
Akredtasi RS
Penghargaan status Akreditasi mendapat Paripurna bila 16 bab yang
disurvey semua bab mendapat nilai minimal 80%.
Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di
rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS
tingkat nasional.
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